BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat diambil beberapa

kesimpulan sebagai berikut :

1.

Penerapan konsep hak untuk dilupakan ini dapat diterapkan pada korban
tindak pidana yang informasi pribadinya tersebar di media online (internet)
karena terdapat hak bagi setiap korban untuk terbebas dari setiap stigma
negatif ataupun sebagai cara untuk membersihkan namanya dari pemberitaan
yang mengandung unsur pornografi;

Konsep ini adalah sebuah konsep yang bagus dan inovatif, namun penerapan
konsep hak untuk dilupakan ini belum efektif dan belum bisa diterapkan
karena belum dibuatnya peraturan pemerintah yang mengatur tentang tata
cara penghapusan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, dan
belum efektifnya faktor-faktor lainnya, seperti faktor hukumnya sendiri,
faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung

penegakan hukum, faktor budaya, dan faktor masyarakat.

B. Saran

Dari hasil analisis dan kesimpulan yang diambil dari penelitian ini, maka

penulis memberikan saran sebagai berikut :

1.

Segera membuat peraturan pemerintah yang mengatur tentang tata cara

penghapusan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai
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amanat dari Pasal 26 ayat (5) Perubahan UU ITE dan peraturan-peraturan
turunannya agar konsep hak untuk dilupakan dapat segera diterapkan dan
dapat memberikan manfaat bagi masyarakat;

Memperjelas makna dan batasan frasa “informasi yang tidak relevan” yang
terdapat dalam Pasal 26 ayat (3) Perubahan UU ITE, agar frasa tersebut tidak

multitafsir.
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